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DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
merupakan laporan pertangungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan
melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan
umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun
2017 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2017
yang melibatkan seluruh unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Capaian
kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam
dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 10
(sepuluh) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang diukur didapatkan hasil sebanyak 9 (sembilan)
indikator kinerja capaiannya sesuai dengan target dan hanya satu indikator kinerja yang
tidak mencapai target yakni Indikator kinerja Pengukuran Tingkat Pencemaran (IKA).
Penyebab utama tidak tercapainya target adalah karena karena ada DAS yang kualitas

airnya belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan (masih tercemar).
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KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama
satu Tahun Anggaran 2016 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai
dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan
kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan Kinerja adalah merupakan salah satu komponen dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri
diperlukan guna pengukuran hasil/capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna
jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan
merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas
pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan
transparansi.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini
diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna
kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup di Kabupaten Pasuruan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan — kekurangan dalam penyusunan Laporan
Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah

pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.

Pasuruan, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

Ir. MUCHAIMIN, MT
Pemb\a Utama Muda
NIP. 19590730 198601 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan
Visi. Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kinerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan Pengukuran
Kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan
kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi
periode berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan
tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain berperan
sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “stakeholder” utama
wilayah kabupaten, LK]jIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode
berikutnya.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017,
merupakan salah satu urusan wajib dalam melaksanakan kinerja yang akan melengkapi
LKjIP Kepala Daerah tahun 2017, sehingga memiliki peran strategis, dimana laporan ini
tidak hanya dipergunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai
bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam merumuskan dan menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan periode lima tahun
kedepan.

Sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “stakeholder”
dalam lingkup internal birokrasi sendiri, fungsi ini diterjemahkan melalui serangkaian
tindakan korektif yang konsisten dan berkesinambungan sebagai upaya perbaikan strategi
yang dianggap paling tepat untuk diterapkan saat ini sesuai dengan perubahan lingkungan
yang terjadi.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang
ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun
anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus
selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara
konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran
kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang
lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya
peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka

pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang
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be}arfiréntasi pada pencapaian hasil. Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan
menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tetap eksis sebagai OPD yang
menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya menyikapi perubahan pola hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dari alam kepemimpinan pusat kepada kepemimpinan otonomi, dari masa
kebebasan yang bertanggung jawab kepada kebebasan demokrasi, pemerintah daerah
dituntut untuk memberikan pelayanan aparatur yang baik kepada masyarakat. Pelayanan
aparatur ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pendelegasian wewenang
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena pada masa demokrasi seperti
sekarang ini, masyarakat banyak menuntut kualitas.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
dituntut untuk bekerja keras membangun daerahnya masing-masing. Dalam penentuan
prioritas pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat perlu sinergi dari
masing-masing instansi terkait di lingkungan pemerintah, sehingga dapat memberikan
peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentraliasasi adalah daerah
kabupaten/kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk itu sesuai dengan Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2014 keberadaan dinas daerah merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
disegala bidang.

Salah satu cara agar pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan
efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang baik (good governance) melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi

kepada hasil bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup dewasa ini masih terus berlangsung, bahkan kian
meningkat dan kompleks seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sebagai sektor
kehidupan di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan. Berbagai kondisi dan
kenyataan yang terjadi menunjukkan fenomena bahwa kerusakan lingkungan hidup

kerapkali berdampak luas pada sendi kehidupan lainnya.
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.'-'W-"I;erdapat beragam penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
seperti kelemahan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, penanganan
kasus, pengelolaan lingkungan (media, pencemar dan perusak) maupun pengendalian
dampak lingkungan. Seringkali sebagai penyebab pencemaran dan kerusakan tersebut
saling terkait sehingga bersifat kompleks, rumit dan penanganannya pun tidak mudah.
Padahal lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pencemaran dapat digolongkan dalam beberapa kategori, diantaranya :

(1). Pencemaran Air; (2). Pencemaran Udara; (3). Pencemaran Tanah. Dilihat dari
sumbernya, Pencemaran air dan tanah berasal dari industri maupun rumah tangga
(domestik) sedangkan pencemaran udara dapat disebabkan dari sumber yang bergerak
maupun tidak bergerak. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang (terutama
industri) maka akan berdampak pada meningkatnya limbah B3 (Bahan Berbahaya dan

Beracun) yang dihasilkan.

1.2 Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dimaksudkan
untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam
rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tujuan penyusunan LK]jIP ini adalah sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan LK]jIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai

upaya untuk meningkatkan kinerja (performance improvement) di masa yang akan datang.
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1.3 Gambaran Umum SKPD

STRUKTUR ORGAN

ISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

PERDA NO. 16 TAHUN 2016
TGL. 04 - 10 - 2016

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Sesuai amanah UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 71
dan PERDA No. 8 Tahun 2016 Pasal 45

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

PERBUP. NO. 53 TAHUN 2016
| TGL. 14 - 12 - 2016

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN

KEPALA BIDANG
TATA LINGKUNGAN

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH B3 DAN NON B3

T
KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BIDANG
PENAATAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

LINGKUNGAN HIDUP

—— 1 — —
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
| PERENCANAAN DAN EVALUASI H PENGURANGAN SAMPAH PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

SENGKETA LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI
KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI
PENANGANAN SAMPAH

KEPALA SEKSI
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
HIDUP

KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN LIMBAH B3
DAN NON B3

KEPALA SEKSI
PENANGGULANGAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI
- PEMULIHAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA SEKSI
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA U.PT.
LABORATORIUM LINGKUNGAN

t
KEPALA SUB BAG. TATA USAHA U.P.T.
LABORATORIUM LINGKUNGAN

Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

1.3.1 Kondisi Umum
1. Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor

Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup mempunyai

susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris

Membawabhi :

1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan

Membawabhi :

1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup;

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
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3 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan Non Bahan
Berbahaya dan Beracun
Membawahi :
1. Seksi Pengurangan Sampah;
2. Seksi Penanganan Sampah; dan
3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracundan Non Bahan
Berbahaya dan Beracun.
e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Membawahi :
1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Membawabhi :
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
g. UPTD, membawabhi:
1. Sub Bagian Tata Usaha
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Potensi
a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang
Perencanaan, Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan, Pemulihan dan
kebersihan telah diikutsertakan beberapa pelatihan, Pendidikan dan kursus teknis seperti :
PPNS, AMDAL, serta Audit Lingkungan. Dan susunan kepegawaian yang ada pada Dinas
Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan
dan eselon yang dijabarkan sebagai berikut :

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat

dikelompokkan menjadi :

©3 Golongan 1V, sebanyak 6 orang
©3 Golongan lll, sebanyak 28 orang
©3 Golongan Il, sebanyak 45 orang
©3 Golongan I, sebanyak 21 orang
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Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat
dikelompokkan menjadi :

©3 Pasca sarjana sebanyak 10 orang
Sarjana sebanyak 21 orang
Diploma 3 (D3) sebanyak 2 orang
SMA, sebanyak 46 orang

SMP sebanyak 11 orang

& & &8 & 8§

SD sebanyak 10 orang

Menurut tingkatan eselon, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan
menjadi :

&

Eselon Il, sebanyak 1 orang
Eselon Ill, sebanyak 4 orang
Eselon 1V, sebanyak 19 orang
Non Eselon, sebanyak 76 orang

& & & &

Fungsional tertentu, sebanyak 1 orang
Diklat Sruktural :

Diklat PIM IV : 13 orang
©3 Diklat PIM 11l : 5 orang

&

Disamping pegawai tetap yang sudah menduduki jabatan dan juga yang belum
menduduki jabatan, masih ada tenaga / personil yang berstatus sebagai Pegawai Non PNS /
Pegawai Tidak Tetap sebanyak 17 orang dengan tingkat pendidikan sarjana 3 orang, D3 1
orang, SMP 1 orang dan SD sebanyak 12 orang. Dan jumlah outsourcing sebanyak 162
orang.

b. Laboratorium Lingkungan

Banyaknya industri dan kegiatan usaha yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan
akan berdampak dan berpotensi terhadap timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk
mengendalikan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011
membentuk Laboratorium Lingkungan sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan
kualitas Lingkungan hidup khususnya di wilayah Kab. Pasuruan. UPT Laboratorium
Lingkungan DLH Kabupaten Pasuruan sudah terakreditasi pada tanggal 18 April 2014
dengan Nomor Akreditasi LP-715-IDN. Dalam kegiatannya yang meliputi :

Pengambilan Contoh Uiji Air, Udara dan Sedimen
- Pengujian Kualitas Air Limbah Industri
- Pengujian Kualitas Air Badan Air

- Pengujian Kualitas Air Bersih
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&H:’Hbengujian Air Limbah Domestik
- Pengujian Kualitas Udara Ambien dan Emisi Sumber tidak bergerak

Untuk retribusi pengenaan biaya pengujiannya diatur didalam PERDA No. 10

Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
c. Berkembangnya Industri

Kabupaten Pasuruan secara geografis merupakan daerah strategis yang berada
di persimpangan jalan antara Kabupaten Sidoarjo-Malang, Kabupaten Mojokerto-
Probolinggo dan Kabupaten Malang maka keberadaan Kabupaten Pasuruan menjadi daya
tarik para investor, sehingga mendukung untuk kegiatan industri.

d. Isu-isu strategis

Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk menjamin terpeliharanya lingkungan
hidup khususnya untuk wilayah yang rawan pencemaran lingkungan seperti saluran air
sekitar pabrik, hutan lindung dan hutan rakyat, sumber sumber mata air yang tidak terjaga.
Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Pasuruan cukuplah komplek dan
permasalahan tersebut akan menjadi isu-isu strategis permasalahan lingkungan antara lain:
Pencemaran air, tanah dan udara;
Terjadinya banijir dan longsor;
Kerusakan lingkungan akibat pertambangan;
Permasalahan sampah;
Program kali bersih (prokasih);
Kerusakan hutan mangrove;
Kelangkaan air di musim kemarau;

Erosi/abrasi pantai;

© © N o g w D e

Kebakaran hutan;
10. Konservasi;
11. Adaptasi dan Mitigasi dalam perubahan iklim;

12. Rasio Luasan RTH dengan luas lahan perkotaan yang belum berimbang.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi pada bulan Maret 2015.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintregasi dengan potensi
sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014-
2018. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawabab Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup dibuat pasa masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2014-2018 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
untu periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2014-
2018 adalah “Terwujudnya Peningkatan Peran Aktif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan dalam Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan, dan

permasalahan lingkungan hidup aktual dengan mengambil peran sesuai dengan tugas
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poulgbizf dan fungsinya secara profesional sehingga tidak akan terjadi permasalahan-
permasalahan lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu
ditimbulkan oleh pembuangan limbah industri dan atau kegiatan lainnya maupun
pembuangan sampabh.

2.1.2 Misi
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan serta dapat mendorong efektivitas dan efisiensi
pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi antara lain:
1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahunan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk
mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan , yaitu:

1. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media
tanah, air dan udara;

2. Meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan
perundangan di bidang lingkungan hidup;
Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan;
Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode
perencanaan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan merumuskan tujuan,
sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media
tanah, air dan udara, dengan sasaran:

a. Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan,

dengan indikator kinerjanya:

e Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai
peraturan perundangan.

e Penurunan tingkat pencemaran:
- Air
- Udara

- Limbah cair
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- Limbah Padat
2. Meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan
perundangan di bidang lingkungan hidup, dengan sasaran:

a. Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang

lingkungan hidup, dengan indikator kinerjanya:
¢ Persentase penanganan kasus lingkungan hidup.
3. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan, dengan sasaran:

a. Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang mantap, dengan indikator

kinerjanya:
e Persentase luas cakupan pemukiman yang dilayani pengangkutan sampabh.
e Terbangunnya TPA baru.
o Tersedianya TPS dan TPST.
b. Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan, dengan indikator
kinerjanya:
e Luas Ruang Terbuka Hijau publik perkotaan.
4. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan
hidup, dengan sasaran:
a. Tersedianya informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berkualitas, dengan indikator kinerjanya:
¢ Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar
sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
mencakup penentuan Kkebijakan, program dan Kkegiatan. Kebijakan pada dasarnya
merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan
oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap
kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang
telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja
yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan
aspek operasional atau kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut

diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2 Perjanjian Kinerja 2017
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat

penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
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mé?ﬁbakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola

program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan

instansi yang tidak terarah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah menetapkan

Penetapan Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2017
1 | Terlaksananya 1. Persentase kepemilikan dokumen
upaya lingkungan dan izin lingkungan % 85
pencegahan sesuai peraturan perundangan
gen;:emaran 2. Pengukuran Tingkat Pencemaran:
an/atau
kerusakan - IKA DAS 9
lingkungan - IKU titik pantau 12
- IKT titik pantau 5
2 | Terwujudnya 1. Persentase penanganan kasus % 70
peningkatan lingkungan ’
penaatan 2. Persentase peningkatan ketaatan
terhadap penambang terhadap Peraturan % 97,1
peraturan _ Perundangan
perundangan di i
bidang 3. Persentase _penlngkatan ketaatan % 85.04
lingkungan hidup pengguna Air Bawah Tanah
3 | Terwujudnya Persentase pelayanan pengelolaan % 19,18
sarana dan persampahan
prasarana
persampahan
yang mantap
4 | Terpenuhinya Luas Ruang Terbuka Hijau publik Ha 54
Ruang Terbuka perkotaan
Hijau publik di
wilayah
perkotaan
5 | Tersedianya Pemenuhan informasi kualitas sumber % 100

informasi kualitas
sumber daya
alam dan
lingkungan hidup
yang berkualitas

daya alam dan lingkungan hidup
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Program berikut :

Tabel 2.2. Program dan Anggaran Tahun 2017

'-"*"'-Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa

No Program

Anggaran DPA
(Rp)

Anggaran
DPPA (Rp)

1 |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.514.340.000

1.476.506.520

2 |Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 491.834.000 607.975.042
Aparatur

3 |Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 415.107.000 415.107.000
Aparatur

4 |Program Peningkatan Pengembangan Sistem 108.132.000 51.230.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 |Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

1.175.000.000

1.063.209.500

6 [Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

20.826.005.725

19.709.666.725

7 |Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

13.088.142.025

12.814.277.025

8 [Program Peningkatan Kualitas dan Akses 785.799.750 754.774.750
Informasi SDA & LH
9 |Program Peningkatan Pengendalian Polusi 201.463.000 172.743.000

10 |Program Pengelolaan RTH

4.780.788.000

4.973.688.000

TOTAL

43.386.611.500

42.039.177.562




DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kemudian pelaksanaan beberapa program tersebut dijabarkan lebih rinci pada kegiatan-

kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2017

No Kegiatan Lokasi Target Kinerja
1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air | Dinas Lingkungan 12 bulan
dan listrik Hidup
2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Lingkungan 12 bulan
Hidup
3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Lingkungan 1 tribulan
Hidup
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Dinas Lingkungan 12 bulan
Penggandaan Hidup
5 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan Dinas Lingkungan 12 bulan
kantor Hidup
6 | Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Lingkungan 900 kotak
Hidup
7 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar | Dinas Lingkungan 12 bulan
Daerah Hidup
8 | Penyediaan Jasa Perkantoran Dinas Lingkungan 12 bulan
Hidup
9 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Lingkungan 12 bulan
Dalam Daerah Hidup
10 | Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Lingkungan 56 unit
Hidup
11 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Lingkungan 12 bulan
Dinas/Operasional Hidup
12 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Dinas Lingkungan 10 bulan
Hidup
13 | Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Lingkungan 11 orang
Hidup
14 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Lingkungan 100 orang

Hidup
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Pengembangan dan Peningkatan SDM Dinas Lingkungan 100 orang
Hidup
16 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Lingkungan 8 dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hidup
17 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten 12 bulan
Pasuruan
18 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah Kabupaten 1 dokumen
Pasuruan
19 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air Tanah Kabupaten 12 bulan
Pasuruan
20 | Evaluasi Pengelolaan Kegiatan Usaha Kabupaten 1 dokumen
Pertambangan Tahun 2017 Pasuruan
21 | Sosialisasi / Bintek Pertambangan Kabupaten 75 orang
Pasuruan
22 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kabupaten 24 paket
Pengelolaan Persampahan Pasuruan
23 | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Kabupaten 3 paket
Prasarana dan Sarana Persampahan Pasuruan
24 | Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Kabupaten 26923 org/kali
Persampahan Pasuruan
25 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kabupaten 1550 org
Pengelolaan Persampahan Pasuruan
26 | Perencanaan Pengadaan Tanah Kabupaten 1 paket
Pasuruan
27 | Persiapan Pengadaan Tanah Kabupaten 1 paket
Pasuruan
28 | Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kabupaten 1 paket
Pasuruan
29 | Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Kabupaten 1 paket
Pasuruan
30 | Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten 7 paket
Tingkat Kabupaten Pasuruan
31 | Pembinaan Pendaur Ulangan Sampah Kabupaten 600 org

Pasuruan
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Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Kabupaten 1 paket
Pasuruan
33 | Pemantauan Kualitas Lingkungan Kabupaten 75 perusahaan
Pasuruan
34 | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kabupaten 50 industri
Lingkungan Pasuruan
35 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten 20 ijin
Pasuruan
36 | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan Kabupaten 30 ijin
(Proper) Pasuruan
37 | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Kabupaten 20 orang
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Pasuruan
Hidup
38 | Koordinasi Penyusunan Amdal Kabupaten 20 orang
Pasuruan
39 | Pemberdayaan Kader Lingkungan Kabupaten 50 orang
Pasuruan
40 | Mediasi Sengketa Lingkungan Kabupaten 18 kasus
Pasuruan
41 | Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten 1 kali
Pasuruan
42 | Operasional Laboratorium Lingkungan Kabupaten 12 bulan
Pasuruan
43 | Revitalisasi Peran Penerima Kalpataru Kabupaten 1 paket
Nasional Pasuruan
44 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabupaten 4 parameter
Laboratorium Lingkungan Pasuruan
45 | Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Kabupaten 80 sampel
Dampak Industri Pengelolahan Tembakau dan Pasuruan
Pendukungnya
46 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten 5 paket
Pemantauan Kualitas Lingkungan Pasuruan
47 | Penerapan Sistim Manajemen Lingkungan Kabupaten 2 paket
Pasuruan
48 | Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Kabupaten 1 paket
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Sumber-sumber Air

Pasuruan
49 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Kabupaten 86 unit
Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi Air Bersih Pasuruan
50 | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Kabupaten 1 paket
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasuruan
51 | Program Adiwiyata Kabupaten 100 lembaga
Pasuruan
52 | Hari Lingkungan Hidup Kabupaten 1 paket
Pasuruan
53 | Kajian Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Kabupaten 1 paket
Pasuruan
54 | Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 1 paket
(SLHD) Pasuruan
55 | Pengujian Emisi / Polusi Udara Akibat Aktivitas Kabupaten 4 paket
Industri Pasuruan
56 | Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Kabupaten 59 sampel
Limbah Cair Pasuruan
57 | Pemrosesan ljin Pembuangan Limbah Cair Kabupaten 75 perusahaan
Pasuruan
58 | Penataan RTH Kabupaten 1 paket
Pasuruan
59 | Pemeliharaan RTH Kabupaten 1 paket
Pasuruan
60 | Penataan Alun -alun Bangil Wilayah 1 paket
Kabupaten
Pasuruan
61 | Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH Kabupaten
1 paket
Pasuruan
62 | Pengelolaan Pemakaman Kabupaten
1 paket

Pasuruan
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
kinerja/pemberi amanah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan

misi dan visi pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran
yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2017.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah
menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sesuai dengan E-SAKIP
Kabupaten Pasuruan, penetapan predikat nilai capaian kinerja IKU adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Predikat nilai capaian kinerja sesuai E-SAKIP

No Prosentase Interpretasi

1 n/a Tidak Ada Target
2 < 100% Tidak tercapai
3 = 100% Tercapai

4 >100% Melebihi target
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Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja
sasaran ditentukan oleh E-SAKIP Kabupaten Pasuruan yang dibangun oleh Bagian
Organisasi Kabupaten Pasuruan, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, dibawah 100%
diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100% interpretasi tercapai, dan di atas 100%
interpretasi melebihi target.

3.2 Evaluasi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah mampu
merealisasikan secara maksimal seluruh target dari sasaran indikator kinerja yang

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017. Dalam melaksananakan atau
merealisasikan RKT 2017 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pasuruan telah berhasil memenuhi sebagian besar program dan kegiatan
yang ada pada tahun 2017.

Nilai capaian kinerja sasaran diperolah dari hasil perbandingan antara realisasi
dengan target sasaran kinerja yang direncanakan kemudian dikali dengan 100%. Sesuai
dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian
kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

tahun 2017, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

3.2.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Adapun capaian kinerja tahun 2017 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

Sasaran _ - Kondisi Tahun 2017 Capaian Targ_et
No Strategis Indikator Kinerja Satuan | Tahun Target | Realisasi Kinerja Akhir
2013 2018
1. | Terlaksananya Persentase
upaya kepemilikan dokumen >100%
pencegahan lingk. dan ijin lingk. % 69,49 85 87,46 Melebihi 90
pencemaran sesuai peraturan target
dan/atau perundangan
kerusakan Pengukuran tingkat
lingkungan pencemaran:
<100%
- IKA DAS 9 6 Tidak 100
tercapai
- IKU Titik 12 12 100% 1 100
pantau Tercapai
- IKT Titk 5 5 100% 1 100
pantau Tercapai
2. | Terwujudnya Persentase 100%
peningkatan penanganan kasus % - 75 75 . 80
X Tercapai
penataan lingkungan
terhadap Persentase >100%
peraturan peningkatan ketaatan % 97,1 98,46 Melebihi 100
perundangan di penambang terhadap target




,_.L_‘

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

bidané -Iiingkungan Peraturan
hidup Perundangan
E:rr“sﬁg'zl‘f:” ketaatan o 8504 | 86,25 I\;elzl(z:%(;/r:i 87,04
pengguna Air Bawah 0 ’ ’ ’
Tanah target
Terwujudnya
sarana dan Persentase pelayanan >100%
prasarana pengelolaan % 14,40 19,18 19,19 Melebihi 21,70
persampahan persampahan target
yang mantap
Terpenuhinya S
100%
Ruang Terbuka Luas Ruang Terbuka s
Hijau publik di Hijau publik perkotaan | & | 50997 | 54 5,42 Meleolni | 53
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Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasuruan memperoleh nilai baik.

Grafik 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
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Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 10

(sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dari 10
(sepuluh) indikator kinerja yang diukur didapatkan hasil sebanyak 9 (sembilan) indikator
kinerja capaiannya sesuai bahkan melebihi target dan hanya satu indikator kinerja yang

tidak mencapai target.
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3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu
(2015 dan 2016)

: . o Target Realisasi .
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian %
2017 2015 2016 2017
8 (=7/4 x
1 2 3 4 5 6 7
100%)
1 Terlaksananya upaya 1. Persentase kepemilikan
pencegahan pencemaran dokumen lingk. dan ijin lingk. 85% 85% 86,34% 87,46% 102,89%
c?an/atau kerusakan sesuai peraturan perundangan
lingkungan 2. Pengukuran tingkat
pencemaran :
- IKA 9 DAS 88,89% 95% 6 DAS 66,67%
- 1KU 12 titik 100% 100% 12 titik 100%
pantau pantau
- IKT > titik 100% 100% > titik 100%
pantau pantau
2 Terwujudnya peningkatan 1. Persentase penanganan o % % % %
penaatan terhadap kasus lingkungan 75% 88,89% 70% 75% 100%
eraturan perundangan di
Eidang Iing'?(ungan higdup 2. Persentase peningkatan
ketaatan penambang terhadap 97,10% 98,46% 101,40%
Peraturan Perundangan
3. Persentase peningkatan
ketaatan pengguna Air Bawah 85,04% 86,25% 101,42%
Tanah
3 Terwujudnya sarana dan Persentase pelayanan
prasarana persampahan pengelolaan persampahan 19,18% 17,11% 18,96% 19,19% 100,05%
yang mantap
4 Terpenuhinya Ruang Luas Ruang Terbuka Hijau
Terbuka Hijau publik di publik perkotaan 5,4 Ha 5,2 Ha 5,32 Ha 5,42 Ha 100,37%
wilayah perkotaan
5 . . . Pemenuhan informasi kualitas
Tersedianya informasi
kualit mber d lam sumber daya alam dan
ualitas sumber daya ala 100% 100% 100% 100% 100%

dan lingkungan hidup yang
berkualitas

lingkungan hidup

Dari kelima sasaran dan sepuluh indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017

ada dua indikator yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

disebabkan karena target indikator tersebut yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral pada

tahun 2015 dan 2016 bukan merupakan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasuruan.




DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Grafik 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu
(2015 dan 2016)
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Sasaran 1. Pencapaian Sasaran Terlaksananya Upaya Pencegahan Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Sasaran Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan merupakan sasaran 1 dari Misi 1 Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian sasaran
ini diperoleh melalui indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin
lingkungan sesuai peraturan perundangan dan Penurunan tingkat pencemaran air, udara,
limbah cair serta limbah padat. Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut adalah:
Tabel 3.4. Capaian kinerja indikator (Sasaran 1)

1 Persentase kepemilikan
dokurr_1en lingk. dan ijin lingk. % 85 87.46 >100% 87.46 9
sesuai peraturan
perundangan
2. Pengukuran tingkat
pencemaran:
- IKA DAS 9 6 <100% 6 100
- KU Titik o 12 100% 12 100
pantau
- KT Tk g 5 100% 5 100
pantau

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1, izin
lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
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Iingkﬂ-ﬁgan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau lingkungan.
Jumlah dokumen Amdal yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
pada Tahun 2017 adalah 2 dokumen, sedangkan untuk dokumen UKL-UPL sejumlah 106
dokumen. Realisasi ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian
kinerjanya adalah >100%.

Untuk pengukuran tingkat pencemaran (IKA) realisasinya belum sesuai dengan target
yang telah ditetapkan karena ada DAS yang kualitas airnya belum memenuhi baku mutu
yang ditetapkan (masih tercemar). Sedangkan untuk IKU dan IKT realisasinya telah sesuai
dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Sasaran 2: Pencapaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Penataan Terhadap
Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 3.5. Capaian kinerja indikator (Sasaran 2)

Tahun 2017 Realisasi | Target
No Indikator Kinerja Satuan Taret IRealisasi Capaian s/d Thn Akhir
Kinerja 2017 2018
1 Persentase penanganan % 75 75 100% 75 80
kasus lingkungan
2. Persentase peningkatan
ketaatan penambang % | 9710 | 9846 | >100% 98,46 100
terhadap Peraturan
Perundangan
3. Persentase peningkatan
ketaatan pengguna Air % 85,04 86,25 >100% 86,25 87,04
Bawah Tanah

Sasaran Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di
bidang lingkungan hidup merupakan sasaran 1 dari Misi 2 diperoleh melalui indikator kinerja
Persentase penanganan kasus lingkungan hidup, Persentase peningkatan ketaatan
penambang terhadap peraturan perundangan dan Persentase peningkatan ketaatan
pengguna Air Bawah Tanah. Dari pengaduan masyarakat ke pihak Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2017 diperoleh pengaduan sebanyak 26 kasus. Tim
pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti 26 kasus lingkungan tersebut.
Capaian kinerja dari indikator persentase penanganan kasus lingkungan hidup sebesar
100% dengan demikian realisasi dari indikator ini telah sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.

Untuk indikator persentase peningkatan ketaatan panambang terhadap peraturan
perundangan, realisasinya melebihi dari target yang telh ditetapakan dikarenakan
bertambahnya jumlah ijin usaha pertambangan dan berkurangnya pertambangan liar tanpa

izin. Begitu juga dengan indikator persentase peningkatan ketaatan pengguna air bawah
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tanaﬁ'“realisasinya juga melebihi target disebabkan oleh bertambahnya izin Surat ljin

Penggunaan Air Tanahpenutupan sumur air tanah tanpa izin.

Sasaran 3: Pencapaian Sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Persampahan
yang Mantap
Sasaran Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang mantap merupakan
sasaran 1 dari Misi 3 diperoleh melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian kinerja indikator (Sasaran 3)

Tahun 2017 Realisasi | Target

No Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi Capaian s/d Thn Akhir
g Kinerja 2017 2018

1 | Persentase pelayanan % | 19,18 | 19,19 >100% 19,19 21,70

pengelolaan persampahan

Pada tahun 2017 target kinerja pelayanan pengangkutan sampah sebesar 19,18%
atau seluas 684 Ha dengan realisasi capaian kinerja sebesar 19,19% atau 684,8 Ha
sehingga capaian kinerja >100% atau melebihi target. Pencapaian kinerja ini didukung
dengan adanya penambahan sarana prasarana pengangkutan sampah, penambahan TPS
dan TPS3R serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk kegiatan pembangunan TPA baru, realisasi terlaksana sebesar 70% sehingga
capaian kinerjanya belum bisa mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena belum

terlaksanaya pembebasan lahan sebagai akses jalan masuk ke TPA baru.

Sasaran 4: Pencapaian Sasaran Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah
Perkotaan
Sasaran Terpenuhinya ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan merupakan
sasaran 2 dari Misi 3 yang diperoleh melalui indikator kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau
publik perkotaan. Untuk program yang dilakukan dalam mendukung luas ruang terbuka hijau
publik perkotaan adalah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kegiatan dalam
program ini meliputi:
1. Penataan RTH, antara lain:
e Penataan RTH Patung Sapi Pandaan;
e Penataan RTH Batas Kota Gempol - Pandaan;
e Penataan RTH Leuneng Kanstin Jl. Raya Raci;
e Penataan RTH Kawasan Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Raci;
e Penataan RTH Kec. Rembang.
2. Pemeliharaan RTH, antara lain:

e Taman Candra Wilwatikta dan Taman Keris Pandaan;
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7-"'-:HRTH Leuneng Kanstin Bangil.
3. Penataan Alun-alun Bangil (pemeliharaan taman dan pemeliharaan air mancur).
4. Pengelolaan Pemakaman, antara lain:
¢ Pemeliharaan makam Mendalan Kolursari Bangil;
¢ Pemeliharaan makam 3 lokasi (Pogar, Segok, dan Raci)
Capaian kinerja indikator ini sebesar 5,42 Ha dengan demikian realisasi dari indikator

ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran 5. Pencapaian Sasaran Tersedianya Informasi Kualitas Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Sasaran Tersedianya informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berkualitas merupakan sasaran 3 dari Misi 3 yang diperoleh melalui indikator kinerja
Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program yang
dilakukan dalam mendukung tersedianya informasi kualitas SDA dan Lingkungan Hidup
yang Berkualitas yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan yang termasuk dalam program tersebut yaitu
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Jumlah dokumen SLHD Tahun 2017
yang tersedia sebanyak 2 dokumen. Realisasi ini telah sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan. Total Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp 42.039.177.562,00 sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp 38.235.294.716,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,95%,
dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp 3.803.882.846,00.

Struktur Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 46.700.094.683,00 terdiri dari :
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.660.917.121,00 dengan realisasi

sebesar Rp 4.468.750.368,00 (95,88%);
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 42.039.177.562,00 dengan realisasi sebesar Rp
38.235.294.716,00 (90,95%) yang terbagi atas:
a. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program yang bersifat umum dipergunakan
untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp 2.550.818.562,00
dengan realisasi sebesar Rp 2.413.589.545,00 (94,62%);
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b Anggaran untuk pelaksanaan 5 (lima) program yang bersifat teknis yang dipergunakan
untuk pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebesar Rp
39.488.359.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.821.705.171,00 (90,71%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasuruan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.7. Rincian pagu dan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

NO. NAMA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PRESENTASE CAPAIAN (%)
(Rp 000,-) (Rp 000,-)

1 2 3 4 5=4/3
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Rp 1.476.506.520 Rp 1.420.001.050 96,17%
1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rp 150.900.000 Rp 133.518.997 88,48%
2 Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Rp 171.690.000 Rp 158.139.000 92,11%
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 45.000.000 Rp 44.790.000 99,53%
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 52.262.000 Rp 52.142.450 99,77%
5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengk. Kantor Rp 27.500.000 Rp 27.162.195 98,77%
6 Penyediaan Makanan & Minuman Rp 20.000.000 Rp 19.890.000 99,45%
7 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp 209.554.520 Rp 205.623.408 98,12%
8 Penyediaan Jasa Perkantoran Rp 799.600.000 Rp 778.735.000 97,39%
PROGRAM PENINGK. SARANA & PRASARANA APARATUR Rp 607.975.042 Rp 545.991.495 89,80%
9 Pengadaan Peralatan Kantor Rp 262.975.042 Rp 261.868.062 99,58%
10 | pemeliharaan R/B Kend. Dinas/Ops Rp 325.000.000 Rp 272.264.433 83,77%
11 | pemeliharaan R/B Peralatan Kantor Rp 20.000.000 Rp 11.859.000 59,30%
PROGRAM PENINGK. KEMAMPUAN APARATUR Rp 415.107.000 | Rp 397.209.000 95,69%
12 | pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 54.762.000 Rp 44.379.000 81,04%
13 | sosialisai Peraturan Perundang-undangan Rp 117.345.000 Rp 113.425.000 96,66%
14 | pengembangan dan Peningkatan SDM Rp 243.000.000 Rp 239.405.000 98,52%
(P;,I:SE:Z?JV:(EQE?RI;GSA:EKNE%EMB. SISTEM PELAPORAN Rp 51.230.000 Rp 50.388.000 98,36%
15 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Rp 51.230.000 Rp 50.388.000 98,36%
:Eﬁg?&TAﬁgg:&iﬂfAﬂl;ARANA & PRASARANA Rp 19.709.666.725 Rp 17.253.432.817 87,54%
16 | Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan | Rp 5.191.346.000 Rp 4.994.576.852 96,21%
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Peningk. Operasi dan Pemel. Sarpras Persampahan

Peningk. Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
Peningk. Peran Serta Masy. Dalam Pengelolaan
Persampahan

Perencanaan Pengadaan Tanah

Persiapan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Penyusunan Informasi Pengelolaan Sampah Tingk. Kab.

Pembinaan Pendaur Ulangan Sampah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air Tanah

Evaluasi Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Tahun
2017

Sosialisasi/Bintek Pertambangan

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LH

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bid. Lingk. Hidup
Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Peningk. Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran
Koordinasi Penyusunan Amdal

Pemberdayaan Kader Lingkungan

Mediasi Sengketa Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5.498.821.925
296.119.800

136.845.000

995.304.000
93.010.000
7.030.650.000
120.580.000
274.230.000
72.760.000

1.063.209.500

108.715.000
433.550.000
194.990.000

217.280.000
108.674.500
12.814.277.025

444.370.600
58.447.500
39.100.000
33.800.000
27.450.000
90.655.000
34.930.000
47.819.500
23.902.000
49.320.000

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5.339.584.300
280.819.714

131.147.551

880.007.000
12.775.000
5.172.985.400
119.030.000
267.541.000
54.966.000

991.241.550

89.093.690
402.780.000
191.796.000

210.850.450
96.721.410
12.112.825.575

443.032.300
54.941.300
39.100.000
29.967.082
27.258.250
79.894.700
31.141.450
47.657.000
23.664.500
37.906.300

97,10%
94,83%

95,84%

88,42%
13,74%
73,58%
98,71%
97,56%
75,54%

93,23%

81,95%
92,90%
98,36%

97,04%
89,00%
94,53%

99,70%
94,00%
100,00%
88,66%
99,30%
88,13%
89,15%
99,66%
99,01%
76,86%




DINAS LINGKUNGAN HIDUP

41 | Operasional Lab. Lingkungan Rp 946.550.000 | Rp 879.183.581 92,88%
42 | Revitalisasi Peran Penerima Kalpataru Nasional Rp 218.901.000 Rp 214.547.000 98,01%
43 | Peningk. Sarana & Prasarana Lab. Lingkungan Rp 54.780.000 Rp 43.280.050 79,01%
44 | pengawasan & Pemantauan Lingk. Dampak Industri Rp 182.100.000 Rp 158.217.500 86,88%
45 Eiir;i?daan Prasarana & Sarana Pemantauan Kualitas Rp 19.800.000 Rp 18.150.000 91,67%
46 | Penerapan Sistem Manajemen Lingk. Bagi Masyarakat Rp 975.000.000 | Rp 927.385.862 95,12%
47 | Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air Rp 138.805.000 Rp 112.877.000 81,32%
48 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, saluran Rp 9.189.201.425 Rp 8.708.431.450 94,77%
49 | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH Rp 239.345.000 Rp 236.190.250 98,68%
ngg?;;?\:V:_:ENlNGK. KUALITAS DAN AKSES INFORMASI Rp 754.774.750 Rp 731.082.604 96,86%

50 | Program Adiwiyata Rp 361.000.000 Rp 357.994.354 99,17%
51 | Hari Lingkungan Hidup Rp 246.900.000 Rp 238.817.350 96,73%
52 | Kajian Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Rp 57.999.750 Rp 49.616.000 85,55%
53 | Penyusunan SLHD Rp 88.875.000 Rp 84.654.900 95,25%
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI Rp 172.743.000 Rp 95.579.650 55,33%

54 | pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri Rp 46.160.000 Rp 45.835.000 99,30%
55 | Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat & Limbah Cair Rp 98.843.000 Rp 23.758.400 24,04%
56 | Pemrosesan lzin Pembuangan Limbah Cair Rp 27.740.000 Rp 25.986.250 93,68%
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Rp 4.973.688.000 Rp 4.637.542.975 93,24%

57 | Penataan RTH Rp 524.000.000 Rp 511.137.000 97,55%
58 | Pemeliharaan RTH Rp 2.035.800.000 Rp 1.893.648.450 93,02%
59 | Penataan Alun-alun Bangil Rp 695.000.000 Rp 667.149.400 95,99%
60 | Pemeliharaan Sarana Prasarana RTH Rp 1.395.598.000 Rp 1.245.538.750 89,25%
61 | Pengelolaan Pemakaman Rp 323.290.000 Rp 320.069.375 99,00%
JUMLAH Rp 42.039.177.562 Rp 38.235.294.716 90,95%
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3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan
kegiatan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber
daya maupun sumber dana. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 diuraikan
pada tabel berikut.
Tabel 3.8. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2017

ANGARAN REALISASI ANGGARAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA % ANGGARAN
(Rp 000,-) (Rp 000,-)
1 2 3 4 5 6 (=5/4 X 100%)
1 Terlaksananya upaya pencegahan 1. Persentase kepemilikan Rp 2.216.156.100 | Rp 2.087.803.331 94,21%
pencemaran dan/atau kerusakan dokumen lingk. dan ijin lingk.
lingkungan sesuai peraturan perundangan
2. Pengukuran tingkat Rp 172.743.000 Rp 95.579.650 55,33%
pencemaran :
- IKA
- IKU
- IKT
2 Terwujudnya peningkatan penaatan 1. Persentase penanganan kasus Rp 1.408.919.500 Rp 1.316.590.794 93,45%
terhadap peraturan perundangan di lingkungan
bidang lingkungan hidup 2. Persentase peningkatan Rp 628.540.000 Rp 594.576.000 94,60%
ketaatan penambang terhadap
Peraturan Perundangan
3. Persentase peningkatan Rp 434.669.500 Rp 396.665.550 91,26%
ketaatan pengguna Air Bawah
Tanah
3 Terwujudnya sarana dan prasarana Persentase pelayanan Rp 28.898.868.150 Rp 25.961.864.257 89,84%
persampahan yang mantap pengelolaan persampahan
4 Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau Luas Ruang Terbuka Hijau publik Rp 4.973.688.000 Rp 4.637.542.975 93,24%
publik di wilayah perkotaan perkotaan




DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5 Tersedianya informasi kualitas

Pemenuhan informasi kualitas Rp 754.774.750 Rp 731.082.604 96,86%
sumber daya alam dan lingkungan sumber daya alam dan
hidup yang berkualitas lingkungan hidup
Tabel 3.9. Efiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2017
% CAPAIAN % PENYERAPAN TINGKAT
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN EFISIENSI
1 2 3 4 5 6=4-5
1 | Terlaksananya upaya pencegahan 1. Persentase kepemilikan dokumen
pencemaran dan/atau kerusakan lingk. dan ijin lingk. sesuai peraturan 102,89% 94,21% 8,68%
lingkungan perundangan
2. Pengukuran tingkat pencemaran :
- IKA 66,67% 55,33% 11,34%
- IKU 100% 44,67%
- IKT 100% 44,67%
2 | Terwujudnya peningkatan 1 Persentase penanganan kasus 100% 93,45% 6,55%
penaatan terhadap peraturan lingkungan
perundangan di bidang lingkungan | 2. Persentase peningkatan ketaatan
hidup penambang terhadap Peraturan 101,40% 94,60% 6,80%
Perundangan
3. Persentas.e peningkatan ketaatan 101,42% 91,26% 10,16%
pengguna Air Bawah Tanah
3 | Terwujudnya sarana dan prasarana | Persentase pelayanan pengelolaan 100,05% 89 84% 10,21%
persampahan yang mantap persampahan
4 Terp.enu.hlr?ya Ruang Terbuka Hijau | Luas Ruang Terbuka Hijau publik 100,37% 93,24% 713%
publik di wilayah perkotaan perkotaan
5 | Tersedianya informasi kualitas Pemenuhan informasi kualitas
sumber daya alam dan lingkungan | sumber daya alam dan lingkungan 100% 96,86% 3,14%
hidup yang berkualitas hidup
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[Jntuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Lingkungan Hidup memberi tanggung jawab kinerja
kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.
Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan setiap kinerja dengan
menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target
kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja

yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.
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35 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang
dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah memperoleh
penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai,
prestasi dan penghargaan tingkat Nasional yang diterima pada Tahun 2017 ini adalah

sebagai berikut :
Tabel 3.10. Prestasi dan Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

No Prestasi Penerima Tahun
1. | Adipura Buana dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kecamatan Bangil 2017
Republik Indonesia
2. | Adiwiyata Mandiri dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia, Kementerian SMA Negeri 1 Pandaan 2017
Pendidikan dan Kebudayaan
3. | Adiwiyata Nasional dari SMP Negeri 1 Bangil 2017
Kementerian Lingkungan Hidup dan SMP Negeri 1 Winongan
Kehutanan Republik Indonesia, SMP Negeri 2 Kejayan
Kementerian Pendidikan dan SMP Negeri 2 Gempol
Kebudayaan SMP Negeri 2 Beji
4. | Adiwiyata Provinsi dari Gubernur ) .
SD Negeri Dermo 1 Bangil
Jawa Timur
SD Negeri Kebonwaris 1
Pandaan
SMP Negerl 1 Ngullng 2017
SMP Negeri 1 Sukorejo
SMP Negeri 2 Purwosari
SMP Negeri 2 Rejoso
SMK Negeri 1 Prigen
SMK Negeri Nguling
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2017. Penyusunan LK]jIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 ini dapat
menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,
juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan
menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2017. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang diukur didapatkan hasil
sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja capaiannya sesuai dengan target dan hanya satu
indikator kinerja yang tidak mencapai target.

Tabel 4.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target Realisasi i?ﬁ:'r?:
1. | Terlaksananya 3. Persentase
upaya pencegahan kepemilikan dokumen
pencemaran lingk. dan ijin lingk. % 85 87,46 >100%
dan/atau kerusakan sesuai peraturan
lingkungan perundangan
Pengukuran tingkat
pencemaran:
- IKA DAS 9 6 <100%
- IKU Titik 12 12 100%
pantau
KT Titk 5 5 100%
pantau
2. | Terwujudnya Persentase
peningkatan penanganan kasus % 75 75 100%
penataan terhadap lingkungan
peraturan Persentase
perundangan di peningkatan ketaatan % 97,1 98,46 >100%
bidang lingkungan penambang terhadap




DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan
Perundangan
Persentase
peningkatan ketaatan % 85.04 86.25 >100%
pengguna Air Bawah ' '
Tanah
Terwujudnya sarana Persentase
dan prasarana pelayanan % 1918 1919 >100%
persampahan yang pengelolaan ' '
mantap persampahan
Terpenuhinya Luas Ruang Terbuka
Ruang Terbuka Hijau publik
Hijau publik di perkotaan Ha 5.4 5,42 100%
wilayah perkotaan
Tersedianya Pemenuhan
informasi kualitas informasi kualitas
sumber daya alam sumber daya alam
dan Iingkur):gan dan Iingkur¥gan hidup % 100 100 100%
hidup yang
berkualitas

Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai target, yakni Indikator kinerja
Pengukuran Tingkat Pencemaran (IKA). Penyebab utama tidak tercapainya target adalah
karena ada DAS yang kualitas airnya belum memenuhi baku mutu yang ditetapkan (masih
tercemar).

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan. Total Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp 42.039.177.562,00 sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp 38.235.294.716,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,95%,
dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp 3.803.882.846,00. Dari anggaran belanja
sebesar Rp 46.700.094.683,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.660.917.121,00 dengan realisasi
sebesar Rp 4.468.750.368,00 (95,88%).

4,12%

Gambar 2. Grafik Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Realisasinya
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2. ”-Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 42.039.177.562,00 dengan realisasi sebesar Rp
38.235.294.716,00 (90,95%) yang terbagi atas:

a. Anggaran untuk pelaksanaan 4 (empat) program yang bersifat umum dipergunakan
untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp 2.550.818.562,00
dengan realisasi sebesar Rp 2.413.589.545,00 (94,62%);

b. Anggaran untuk pelaksanaan 5 (lima) program yang bersifat teknis yang dipergunakan
untuk pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebesar Rp
39.488.359.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.821.705.171,00 (90,71%).

9,05%

Gambar 3. Grafik Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasinya

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama satu tahun.

Pasuruan, 29 Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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Ir. MUCHAIMIN, MT
Pem&ha Utama Muda
NIP. 19590730 198601 1 001




